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ABSTRAK 

FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA 

Oleh : 

Deva Kesuma Ningtyas; Siti Rohima 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran 

pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 

jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang 

ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan (probabilitas > 0.05). Pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan secara parsial berpengaruh negatif (probabilitas < 

0.05) dan koefisien sebesar -0,163707. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada 

tahun sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Diperlukan 

analisis lebih lanjut untuk perbaikan peraturan, penetapan target anggaran agar 

lebih efisien. 

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah 

Bidang Pendidikan, Jumlah Penduduk Miskin, Kemiskinan 
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ABSTRACT 

 

DETERMINING FACTORS OF POVERTY LEVELS IN INDONESIA 

 

By: 

Deva Kesuma Ningtyas; Siti Rohima 

 

 

 

This research aims to analyze the relationship between government spending in the 

economic sector, government spending in the education sector and the number of 

poor people in the previous year on poverty in Indonesia. The type of data used in 

this research is secondary data. Data source obtained from the Central Statistics 

Agency (BPS). Multiple linear regression analysis technique. Based on the results, 

it was found that government spending in the economic sector had an insignificant 

negative effect (probability > 0.05). Government spending on education has a 

partial negative effect (probability < 0.05) and the coefficient is -0.163707. 

Meanwhile, the number of poor people in the previous year has a significant 

influence on poverty. Further analysis is needed to improve regulations and set 

budget targets to make them more efficient. 

 

Keywords: Government Expenditures in the Economic Sector, Government 

Expenditures in the Education Sector, Number of Poor People, Poverty 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena krisis global merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan 

terjadinya perekonomian Indonesia yang lemah. Hal ini terjadi karena menurunnya 

neraca pembayaran, terjadi tekanan nilai tukar rupiah, dan akibat dari laju inflasi 

(Adhisasmita, 2005). Pengaruh lain dari terjadinya krisis global, yaitu angka 

kemiskinan yang semakin meningkat. 

Kemiskinan ialah satu masalah rumit yang menjadi pusat perhatian 

pemerintah hampir seluruh negara. Kemiskinan tidak dialami oleh negara yang 

sedang berkembang dan cenderung terbelakang saja, tetapi dirasakan juga oleh 

negara maju. Negara negara maju biasanya mempunyai sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang baik pun tetap memiliki resiko mengalami kemiskinan 

jika warga negara maupun pemerintah tidak mampu mencukupi keperluan dasar 

(sandang dan pangan). (Abilawa & Amin, 2016) 

Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintahan Indonesia telah berusaha 

mengatasi masaalah kemiskinan walaupun hingga saat ini hasilnya masih cukup 

jauh dari memuaskan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan 

diantaranya:  kurangnya akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan 

serta pengaruh dari jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya. 

Pada pertengahan tahun 1960-an, kondisi perekonomian Indonesia 

memasuki keadaan yang sangat buruk karena terjadi kekacauan politik yang dipicu 
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oleh Presiden Soekarno. Sejak tahun 1970 an hingga awal 1990 an, setelah 

melakukan berbagai upaya dalam mengentas kemiskinan, Indonesia telah berhasil 

secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun pada tahun 1997-

1998 kriris sekonomi mulai melanda Indonesia yang menyebabkan keterpurukan 

ekonomi Indonesia. 

Pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk 

menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi 

beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan 

pendapatan.  

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan program 

perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan yang dibagi dalam 4 

periode yaitu: 

1) program sebelum krisis 1997-1998 yaitu program Inpres Desa Tertinggal 

(IDT) dan Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit 

Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra). 

2) Program pasca reformasi pemerintah memberikan bantuan dalam bidang 

ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Program tersebut diantaranya 

raskin (OPK), padat karya, bea siswa bagi murid dan sekolah. Beberapa 

program JPS seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menjadi cikal 

bakal program PNPM dalam periode berikutnya. 
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3) Program pasca krisis dan reformasi dimulai dari program Jaring Pengaman 

Sosial (JPS) digantikan dengan program bantuan sosial dan jaminan sosial. 

Program pasca reformasi membentuk Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

4) Program setelah pandemi covid dilakukan melalui program sembako, 

subsidi iuran BPJS kelas 3, bantuan beras BULOG, diskon listrik, kuota 

internet, Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial tunai 

(BST), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), 

program Indonesia pintar (PIP), sembako, dan program keluarga harapan 

(PKH)(Carolina, 2022). 

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan yaitu: timbulnya 

permasalahan sosial, seperti banyak pengangguran dengan skill rendah, banyak 

kejahatan akibat dari keterbatasan ekonomi yang memaksa masyarakat melakukan 

segala upaya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Rendahnya kualitas pendidikan 

Indonesia, tingginya disparitas antar daerah menjadi contoh dampak 

ketidakmerataan distribusi pendapatan sehingga terjadi kesenjangan sosial di 

masyarakat antara golongan kaya dan miskin(Ardito Bhinadi, 2017). Keluarga kaya 

di kota berusaha memberikan pendidikan yang relatif cukup terjamin jika 

dibandingkan dengan keluarga miskn yang berada di desa warga yang berasal dari 

pedesaan berpindah ke kota tanpa bekal pendidikan atau skill yang mewadai untuk 

mencari pekerjaan, namun berakhir dengan tingkat produktivitas yang rendah dan 

menjadi buruh di sektor informal. Maka dari itu kemiskinan akan mempengaruhi 

perkembangan ekonomi pada suatu Negara. 
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Pengentasan kemiskinan selalu menjadi masalah utama mengingat 

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk 

yang terus bertambah setiap tahunnya yang berarti perkembangan ekonomi 

Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju lain. Berbagai kebijakan dan 

strategi telah dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah untuk mengentaskan 

kemiskinan yang memiliki dua  karakteristik, yaitu langsung dan tidak langsung 

(Ratih et al., 2017). Perkembangan jumlah penduduk miskin Indonesia dapat dilihat 

pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) 

Sumber: BPS, diolah 

 Pada gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin 

Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di 

Indonesia sebanyak 55542.42 juta jiwa. Pada tahun 2018, Jumlah penduduk miskin 
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turun menjadi 51899.93 juta jiwa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 

Bambang Brodjonegoro, menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi penurunan angka kemiskinan, seperti bantuan sosial dari 

pemerintah turun tepat waktu, pengendalian inflasi dan tingginya nikai tukar petani. 

 Penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia terendah terjadi pada 

tahun 2019 sebanyak 50289.73 juta jiwa. Jumlah ini merupakan perkembangan 

yang positif karena tingkat pengangguran dan inflasi relatif rendah menjadi 

keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka penduduk miskin. 

 Namun, kembali terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 52838.32 

juta jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 55085.83 juta jiwa. Peningkatan tersebut 

merupakan pengaruh dari adanya COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan hampir 

di seluruh belahan dunia. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah 

masyarakat dunia ternyata banyak mengubah tatanan hidup dan hubungan antar 

manusia. Di Indonesia, dampak Covid-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi 

dalam berbagai aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan 

hubungan kerja, ketersediaan pangan sulit dicapai akibat penutupan berbagai 

daerah atau penerapan program pembatasan sosial. Ketika akses akses pangan sulit, 

menyebabkan lebih banyak orang yang kelaparan, sehingga peningkatan angka 

penduduk miskin yang selama ini berusaha ditekan oleh pemerintah. 

 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun sebelumnya juga dapat 

menjadi salah satu faktor penentu kemiskinan. Dijelaskan bahwa kebanyakan orang 

miskin berasal dari orang tua yang miskin. Namun, dalam beberapa kasus, orang 
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miskin bisa juga berasal dari orang tua kaya. Hal ini dikenal dengan lingkaran setan 

kemiskinan, yaitu kemiskinan yang diturunkan dari satu genersi ke generasi 

berikutnya (Putra, 2018). Lingkaran setan kemiskinan ini berarti bahwa yang 

miskin adalah mereka yang tingkat pendapatannya rendah. Akibat dari pendapatan 

yang rendah ini, pada akhirnya menyebabkan tingkat kesehatan yang buruk. Akibat 

kesehatan buruk, menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu 

menyebabkan rendahnya pendapatan karena kurangnya keterampilan atau 

kemampuan diri seseorang (Roziqin, 2017). 

Melihat masih tingginya angka jumlah penduduk miskin yang ada di 

Indonesia masih tinggi, sangat diperlukan dukungan pemerintah guna 

mengatasinya. Peran pemerintah sangat penting guna upaya mengatasi kemiskinan 

melalui beberapa kebijakan, salah satunya menggunakan kebijakan fiskal. 

(Mankiw, 2003), terdapat dua instrumen penting dalam kebijakan fiskal yaitu 

kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. 

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang 

disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk 

mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik dan kecepatan pembangunan ekonomi 

yang diharapkan sesuai Rencana Pembangunan (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal 

mengacu pada kebijakan pemerintah untuk memandu perekonomian suatu negara 

melalui pengeluaran (spending) dan pendapatan (income). Kebijakan fiskal berbeda 

dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan 

perekonomian, menstabilkan suku bunga dan jumlah uang beredar. 
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 Menurut (Dumairy, 1996). Fungsi pemerintah yaitu: (1). Fungsi alokasi 

ialah penyediaan barang pribadi, barang sosial, dan kombinasi barang sosial terpilih 

(2). Fungsi disribusi mengacu pada distribusi kekayaan, pendapatan dan 

kesejahteraan dalam masyarakat. (3). Fungsi stabilisasi adalah untuk menjaga 

angka pengangguran, harga atau inflasi agar tetap rendah serta menjaga 

pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasaran. 

 Pengeluaran pemerintah dapat dijadikan cerminan dari kebijakan yang akan 

ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang 

dan jasa dalam menunjang pelaksanaan program dapat mencerminkan alokasi yang 

dikeluarkan oleh negara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan(Melati, A.M. Sudrajat & Wilson, 2012).  

Pemerintah bertugas agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya. Pemerintah mengeluarkan anggaran belanja pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan pembangunan ialah masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jika 

kebutuhan dasar terpenuhi maka kualitas sumber daya manusianya akan meningkat. 

Sumber daya dengan kualitas yang baik akan memberikan kontribusi dalam 

kemajuan teknologi sehingga tingkat efisiensi pun akan naik. 

 Jika perekonomian negara sedang berkembang pesat, maka pembangunann 

negara itu juga akan mengalami kemajuan yang baik dari sarana prasana, fasilitas 

umum, infrastruktur, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut tentu mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja di negara berkembang. Diperlukan dana untuk 
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melaksanakan pembangunan negara dan menutupi kebutuhan negara. Pendapatan 

pemerintah dihasilkan dari pendapatan pemerintah yang kemudian digunkan 

kembali untuk keperluan pemerintah dalam membangun negaranya. 

Pemerintah menggunakan dua strategi utama penanggulangan kemiskinan. 

Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui 

program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam 

rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan 

kapasitas ekonominya. 

Pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan, pemerintah harus cermat dalam 

melakukan peningkatan dan menentukan urutan pengeluaran kemiskinan yaitu 

dimulai dari perawatan medis, bantuan tunai, bantuan makanan pokok, bantuan 

tempat tinggal, bantuan pekerjaan dan pelatihan, bantuan pendidikan dan bantuan 

kebutuhan energi(Rosen & Gayer, 2010). 

Penyusunan berbagai program dan kegiatan merujuk pada sejumlah studi 

empirik berbasis bukti. Sifat kemiskinan yang multidimensional berarti bahwa 

kemiskinan berhubungan erat dengan faktor sosial-ekonomi lain seperti tingkat dan 

kualitas pendidikan, kondisi kesehatan, dan jenis pekerjaan(Amin, 2021). 

 Pengeluaran pemerintah cukup berpotensi untuk upaya penurunan jumlah 

penduduk miskin negara tersebut. Gagasan di balik ini adalah semakin tinggi 

pengeluaran pemerintah, maka akan semakin tinggi tingkat ekonomi yang dapat 

dicapai. Faktanya, pengeluaran pemerintah adalah penggerak utama perekonomian. 

Ketika situasi kondisi ekonomi melambat akibat resesi, karena melemahnya 
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kemampuan ekonomi rakyat, situasi ekonomi dapat diselamatkan dengan 

menggunakan instrumen kebijakan guna meningkatkan anggaran negara. Anggaran 

pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi  

(Milyar Rupiah) 

Tahun 
Bidang Ekonomi 

(Milyar Rupiah) 

Bidang Pendidikan 

(Milyar Rupiah) 

2016 360226 370810.2 

2017 310560 406102 

2018 335464 431733.4 

2019 389600 460316.8 

2020 406175 473658.8 

2021 511338 550005.6 

 Sumber: Badan Pusat Statistik 

 Dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran bidang ekonomi jauh 

lebih besar daripada anggaran untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan 

ditujukan guna mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan guru 

honorer menjadi pegawai pemerintahan. 

 Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal dengan 

memanfaatkan pengeluaran pemerintah di berbagai bidang. Oleh karena itu, 

anggaran negara bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai 

bidang yang dikelola dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 
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 Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi bertujuan untuk membantu 

mendorong kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai cara, seperti adanya bantuan 

pemerintah untuk memutus perekonomian dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, 

pengeluaran pemeriintah bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung berbagai 

kebijakan yaitu peningkatan ketahanan pangan dan energi, perluasan infastruktur 

nasional secara berkelanjutan, pembangunan sarana infrastruktur publik, 

pengembangan teknologi dan pengetahuan. 

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dan mendasar dalam 

membangun kemampuan suatu negara untuk menghadapi kemajuan teknologi yang 

semakin modern dan mengembangkan keterampilan untuk pembangunan yang 

berkelanjutan (Todaro, 2006b). Meningkatkan anggaran pendidikan dapat 

meningkatkan produktivitas penduduk, mendorong pembangunan dan peningkatan 

kualitas manusia. Inilah yang dikenal dengan investasi publik. 

James Heckman, Ekonom peraih Nobel pada tahun 2000 menekankan 

pentingnya intervensi pendidikan pada kelompok usia dini yang memberikan imbal 

hasil lebih tinggi dibandingkan intervensi kepada kelompok usia dewasa. 

Pada bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar 

(PIP), Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting), serta memperluas 

akses pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah kemiskinan 

antar generasi.  



 

11 
 

 Setiap tahunnya anggaran yang pemerintah keluarkan pada bidang 

ekonomi, kesehatan dan pendidikan cenderung meningkat, jumlah penduduk 

miskin pada tahun sebelum juga mengalami perubahan. Apakah dengan 

meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum 

dapat berpengaruh besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor 

Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang, menunjukkan masalah yang akan dianalisis 

mengenai bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang 

pendidikan dan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum terhadap kemiskinan 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari masalah tersebut, maka disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menganalisis: pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang 

pendidikan dan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum terhadap kemiskinan 

Indonesia sebagai faktor penentu tingkat kemiskinan Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Teoritis 

1. Menambah wawasan informasi bagi pengetahuan serta pandangan 

berkaitan dengan ilmu ekonomi khususnya bidang ilmu ekonomi 

keuangan daerah. 
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2. Hasil pada pembahasan dalam penelitian ini, dapat berkontribusi bagi 

pengembangan teori. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, agar dapat meningkatkan wawasan berkaitan dengan 

pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. 

2. Dapat digunakan menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain dan 

sumber pengetahuan bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang 

sama. 

3. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini dapat memberikan 

informasi pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta 

optimalisasi alokasi dana bagi kemajuan nasional. 
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